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Abstrak
 

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan terhadap

ketentuan mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang semula hanya dapat dibuat sebelum

atau pada waktu perkawinan berlangsung, kini selama perkawinan pasangan suami istri dapat membuat

perjanjian perkawinan. Hal ini pasti akan berpengaruh terhadap keadaan harta benda perkawinan, karena

pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat untuk menyimpangi bentuk dasar harta perkawinan yang

bercampur. Bukan hanya tentang harta benda perkawinan yang terpengaruh namun juga terhadap pihak

ketiga. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah maupun belum sepakat bahwa

perjanjian perkawinan dapat berlaku pula bagi pihak ketiga tersangkut. Maka perjanjian perkawinan yang

dibuat selama perkawinan, khususnya yang mengatur tentang harta benda perkawinan suami istri akan

berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa kerugian bagi pihak ketiga,

namun hingga sekarang tidak ada batas yang jelas untuk menentukan kerugian bagi pihak ketiga tersebut.

Maka dari itu dalam skripsi ini penulis akan membahas akibat hukum yang timbul dari dibuatnya perjanjian

perkawinan selama perkawinan terhadap harta benda perkawinan dan pihak ketiga. Metode yang digunakan

untuk meneliti permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah

pembuatan perjanjanjian selama perkawinan ini akan menimbulkan akibat terhadap harta pribadi maupun

harta bersama tergantung bentuk perjanjian yang digunakan. Untuk pihak ketiga akibat hukum yang timbul

setelah pencatatan perjanjian dilakukan. Batas kerugian dapat dilihat apakah dengan perjanjian tersebut

jaminan pihak ketiga berkurang atau tidak, namun tetap harus dibuktikan melalui Pengadilan. Dengan

demikian pemerintah perlu segera memperbaruhi peraturan yang ada dan mengeluarkan pengaturan teknis

terkait perjanjian perkawinan.

<hr><i>Since the issuance of Constitutional Court Decision Number 69 PUU XIII 2015 there has been

changes on the provisions of nuptial agreement. The original nuptial agreemet can only be made before or at

the time of marriage, now during the marriage a couple may enter into a nuptial agreement. This will affect

the stage of marital property, since a nuptial agreement usually made to derogate the basic stage of marital

property which is community property. Not only about the marital property that can be affected but also

third parties rsquo interest. Article 29 Law Number 1 1974, both the origin and the change agreed that the

nuptial agreement may invoke the third parties are involved. Thus, nuptial agreement made during marriage,

especially those which regulate about marital property will arise legal consequences to third parties. The

impact can be a loss to third parties, but until now there is no clear limit to determine the loss. Therefore this

thesis will discuss the legal consequences arising from the making of marital property agreement during

marriage to the marital property and third parties. The method used to examined the problem is juridical

normative. Based on the research the author can concluded that nuptial agreement made during marriage can

both affected to private property and community property depending on what kind of nuptial agreement
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applied. There must be a registration of the nuptial agreement to make the third parties invoked. The limit of

losses can be seen wheter the third parties rsquo bail of payments are reduced or not. But it must be proven

through the Court. Thus the government needs to revise the existing regulation and issue a technical

regulation over nuptial agreement.</i>


